
BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
IVOMOR 1: TAHUN 2ol22

TENTANG

KONFIRMASI STATUS IITAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN PELAYANAN
PERIZIIIAI{ DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL

DA1Y PELAYANAIY TERPADU SATU PINTU
I(ABUPATEN BARITO SELATAIT

DEIIGAN RAHMAT TUHAN YAIYG MAHA ESA

Menimbang :

BUPATI BARITO STLATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat
(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri ll2 Tahun ZOt6
tentang Konfirmasi status wajib pajak Daram pemberian
Layanan Publik rertentu di Lingkungan pemerintah
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Konfirmasi status wajib Pajak dalam pemberian peiayanan
Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten
Barito Selatan;
1. Undang-Undang Nomor 2T Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun i959 Nomor 72, Tambahan t embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OOg tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2AO9 Nomor lI2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5o3s);

3. Undang-Undang Nomor 2g Tahun 2AA tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Mengingat



sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 25
Tahun 2ol4 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No*o. 58,Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia
Nomor 5679);

4. undang-undang Nomor 11 Tahun 2o2o tentang cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zozz
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Repubrik
Indonesia Nomor 6573);

5. undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6T5T);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B0 Tahun
2015 tentang pembentukan pioduk Hukum Daerah

, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2o1s Nomor
?-osot sebagaimana terah diubah dengan peraturan
Y""!eri Dalam Negeri Nomor 120 Tahui zolg tentang
Perubahan Atas peraturan Menteri Dalam wegerT
Nomor 80 Tahun,'201s tentang pembentukan proJuk
Hukum Daerah (Berita iv"gJ" 6;;itk rndonesia
Tahun 2018 :Nomdr,'lST); 

' , -r- -- ----
t7

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor r12 Tahun
?Ary te.ntang Konfirmasi Staius- fir":rb 

'p":"f. 
Dalam

Pemberian LaSzanan ,. publik Tertent* di ungkungan
Pemerintah_ baerah (Berita 

- 
N;g";; Repubtik

Indonesia Tahun 2016 N;;* rzOi,
B. Peraturan Daerah Kabupaten' Barito selatan Nomor

I T*tl 
-2A11 tentang pajak n""."f, (Lembaran

Daerah ,Kabupaten Baiito selatan Tahun 2011
folor - 3, ,Te;bahan Lembaran Daerah Kabupaten
Barito selatan Nomor 3) sebagaimana terah diubah
beberapa kali terakhir dengan peraturan Daerah
Kabupaten Nomor 3 Tahun ioia tentang perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bari-to seiatan
Nomor 3 Tahun 2or7 tentang pajak Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 20iB Nomor3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Selatan Nomor 3);

9 ' Peraturan Daerah Kabupaten Barito Seratan Nomor
3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Barito seratan
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito selatan Tahun2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);



10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito selatan Nomor 7Tahun 2a2a tentang pembentukan produk Hukum
!1erah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito selatan
Tahun 2o2o Nomor T, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Selatan Nomor Z);

Menetapkan : pERATURAN BUPATI TENTANG KONFIRMASI STATUS
WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODALDAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
BARITO SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Satu
Dinas
Pintu

7.

8.

Keterangan status wE'ib pajak adalah informasiyang diberikan oleh pemerintah Daerah danlatau
Direktorat Jenderar pqiak daram rangka pelaksanaan
Konfirmasi status_rMajib pajak atas 1ayanan publik
tertentu pada DPMPTSP.

Klntor Pelayanan pljak yang seranjutnya disingkat Kpp
adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal p"i"r. yang
melaksanakan perayanan di bidang perpqiak." r..p"ai
masyarakat baikyang terah terdaftar seuagai wajib r4.tmaupun belum, di dalam lingkup 

".it"y"f, te4aDirektorat Jenderal pajak.



9. Kantor Pelayanan, penyuiuhan dan Konsultasi
Perpajakan selanjutnya disingkat Kp2Kp adalah Instansi
vertikal Direktorat Jenderar pajak yang berada di bawah
dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kpp.

10. Layanan Publik Tertentu adalah rayanan yang
diberikan oleh pemerintah Daerah kepada masyarakat.

1 1. Perizinan adalah segaia bentuk persetujuan untuk
melakukan Penanaman Modal yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan sesuai
dengan ketentutan peraturan perund ang-undangan.

12. Nomor Pokok wEib pajak yang seranjutnya disingkat
NPWP ada-lah Nomor yang diberikan kepada wajib pll.t
sebagai sarana daiam administrasi perpajaklr,'yirrg
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri ,t., identitas
wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban
perpqjakannJa.

13. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan
pelayanan, fasilitas fiskal l.r, inroriasi mengenai
Penanaman Modal sesuai dengan p"."i;;;; perundang-

',,',,,,1' pasal 2
Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman
untuk melakukan,xswPaaiam pelay^a." p.ri;fi"" dan non
perizinan sebagqi bentuk n"i"yl""" p"uriti"rr""r".

,j:

pasal 3
.Tujuan dari,'' .Peraturan Bupati ini adaiah untuk

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memperoieh
pelayanan perizinan dan non perizinan.

(1)

{21

(3)

KONFINMEST STATUS WAJIB PAJAK

pasal 4
Sebelum memberikan layanan perizinan dan nonperizinan, DPMPISP melakukan KSWP untuk
memperoleh keterangan status wajib pajak dengan
status valid.
Setiap Orang atau Badan yang melakukan usaha
danlatau pekerjaan di Daerah wajib memiliki status
Wajib Pajak atau NpWp di Daerah.
Pelaksanaan KSwp sebagaimana dimaksud pada ayat (1i
dilakukan melalui sistem informasi milik Direktorat
Jenderal Pajak dan apiikasi yang telah disediakan orehDirektorat Jenderal pajak. Dan- KSwp yang menjadi
Kewenangan Daerah kabupaten, konfirmasi iilakukan
dengan Perangkat Daerah yang menangani pajak Daerah
menggunakan aplikasi secara terintergrasi dan/atau
manual.



(4) Jenis Layanan Publik tertentu yang dilakukan KSI,vp
yang menjadi kewenangan daerah antara lain meliputi :

Izin Rekla"me;
Persetujuan Bangunan Gedung (pBG) ;
Izin Usaha Perikanan; dan
Izin Trayek.

a.
b.
c.
d.

(s)

t6)

Pelayanan Publik tertentu yang menl'adi kewenangan
daerah sebagaimana dimaksud ayat (a) diberikan setelah
wajib pajak mendapatkan keterangan status wajib pdak
dengan status valid.
Terhadap KSWP yang dilakukan perangkat Daerah yang
melaksanakan layanan publik tertentu yang menjadi
kewenangan daerah sebagaimana d,imaksud dilam pasai
4 ayat (4l1, Instansi/perangkat Daerah/Unit Keq.a
pemungut pajak memberikan keterangan berupa :
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68)

prmasi,.;aplitca"bi pengelolaan pajak
Pgangkgt .,,iDaerah/Unit Kerja

sesuai dengan data

pengalihan hak

(9) Dalam hal petaksanaan KSwp sebagaimana dimaksud
pada ayat (U tidak dapat dilakukan, KSWP dapat
dilakukan secara manuar oreh wajib pajak uniuk
memperoleh Keterangan status wajib pajak dengan
Status Vaiid.

(10) Keterangan status wajib pajak dengan status vatid
sebagaimana dimaksud pada ayat ({ diperoleh dari
KPP atau Kp2Kp dan untuk rayanan publik tertentu
yang menjadi kewenangan daerah diperoleh dari Badan
Pengelolaan keuangan dan asset daerah Kabupaten
Barito Selatan .



Pasal 5

(1) KSWP sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1)
digunakan sebagai persyaratan sebelum pemberian
pelayanan perizinan dan non perizinan pada DpMpTSp.

t2l Dalam hal pemohon pelayanan perizinan dan non
perizinan belum mempunyai NpWp atau memperoleh
Keterangan status wajib Pajakyang memuat status tidak
valid, permohonan pelayanan perizrnan dan non
penzinan pada DPMFTSP tidak dapat diproses lebih
lanjut.

(3) Permohonan perizinan dan non penzinan sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 dapat diajukan kembali setelah
pemohon perizinan dan non perizinan mempunyai
NPWP dan memperoleh Keterangan Status Wajib pajak

,-yaag*.me.muaat.."statuls.."..v.alid,--scsw.qi dengan ketentuan

FAts'Trr-'-
'?SLArcRAN

Pasat.6

,KSWPI dilaksanakan oleh
iMgdal ddn Petayanan Terpadu
tl,'::'i i I

I

merupakan sarana untuk
'',.rr1€lr.go.wasi validitas data pada sistem DJp dengani-.,membandingkannya dengan kondisi riil di lapangan,
dan juga diharapkan menjadi katalis peningkatan
kepatuhan folmal Wajib Pajak.

PEIVTBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan KSWP
dilaksanakan oleh Instansi/perangkat Daerah/tJnit
Kerja pemungut pajak datam konsultasi, monitoring dan
evaluasi.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasall sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikif 1 (satu)
kali dalam 1 (satu) tahun.

(1)

(2)



BAB V

PENDANAAN

Pasal B

Pendanaan pelaksanaan KSWP yang merupakan persyaratan
dalam pemberian pelayanan penzinan dan non perizinan
pada DPMPTSP dibebankan melalui Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Feraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita 'Daerah Kabupaten Barito
Selatan.

2A22
di tsuntok

a$ l4ei

Diundan Buntok' :..r, :::

e:eg ' 2A22

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TA}IUN 2022 NOMOR IF



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

DALAM PEMBERIAN PELAYANAN

PERIZiNAN DAN NON PERIZINAN PADA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BARITO SELATAN.

MEKANISME KONFIRMASI STATUS \]ITA-JIB PA.JAK PADA PEI'AYANAN TERPADU

SATU PINTU KAEIUPATEN BARITO SEI,ATAN

PEMO}IO!I rROJ\I? O??ICE PTSP HPPII{PzKP/BPKAD

Mengecek Validasi'PWP
sesuai dengan Jerris

Perizinan yang e{irnshsnkan
pada Aplikasi KSWP

Pengqjuan
Permohonan

Perizinan

Mengecek:Y:alidasi I'IPIYPI
sesuai dengarr Jenis

Perizioanyang
rl.imahonkan pada

. ,"Aplik diKWP

TIDAK VALID (Cetak

*4s SWPke,
r{PP/KP2KPIBPKAD

Menerima Surat pengantar
KSWP ke

KPP/KPzKPIBPKAD

Menerisa surat pengantar
KSP

Bukti laporan KSWP

Meaerima buhi laporao
KSWP

Menerima bukti
validasi laporaa

KSWP


